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BUPATI SRAGEN 

PROVINSI JAWA TENGAH 
 

PERATURAN BUPATI SRAGEN 

NOMOR 59 TAHUN 2024 

 

TENTANG 

 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SRAGEN NOMOR 46 TAHUN 2019 

TENTANG PEDOMAN PENGADAAN BARANG/JASA PADA BADAN LAYANAN 

UMUM DAERAH DI KABUPATEN SRAGEN 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI SRAGEN, 

 

Menimbang : a. bahwa untuk menjamin ketersediaan barang dan/atau jasa 

yang lebih bermutu, lebih murah, proses pengadaan yang 

sederhana, cepat serta mudah menyesuaikan dengan 

kebutuhan untuk mendukung kelancaran pelayanan badan 

layanan umum Daerah, perlu dilaksanakan pengadaan 

barang/jasa dengan prinsip yang mengedepankan metode 

kualitas yang sebanding dengan harga (value for money); 

b. bahwa untuk mewujudkan Pengadaan Barang/Jasa pada 

badan layanan umum Daerah sesuai ketentuan peraturan 

perundang-undangan dan praktik bisnis yang sehat, perlu 

diberikan fleksibilitas berupa pembebasan sebagian atau 

seluruhnya dari ketentuan peraturan perundang-undangan 

mengenai pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah; 

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 61 ayat (1) huruf a 

Peraturan   Presiden   Nomor   16   Tahun   2018   tentang 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 

tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16     

Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, 

Peraturan Bupati Sragen Nomor 46 Tahun 2019 tentang 

Pedoman Pengadaan Barang/Jasa perlu diubah dan 

disesuaikan; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan 

Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati 

Sragen Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengadaan 

Barang/Jasa Pada Badan Layanan Umum Daerah di 

Kabupaten Sragen; 

 

SALINAN 
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Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa 

Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950    

Nomor 42); 

  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang    

Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023        

Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6856); 

  4. Peraturan Bupati Sragen Nomor 46 Tahun 2019 tentang 

tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa pada Badan 

Layanan Umum Daerah di Kabupaten Srgaen (Berita Daerah 

Kabupaten Sragen Tahun 2019 Nomor 46); 

 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN 

BUPATI NOMOR 46 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN 

PENGADAAN BARANG/JASA PADA BADAN LAYANAN UMUM 

DAERAH DI KABUPATEN SRAGEN. 

 

Pasal I 

 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sragen Nomor 46 

Tahun 2019 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pada 

Badan Layanan Umum Daerah di Kabupaten Sragen (Berita 

Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2019 Nomor 46) diubah 

sebagai berikut:  

 

1. Ketentuan angka 13 dan angka 14 Pasal 1 dihapus, sehingga 

Pasal 1 berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Sragen. 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin 

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan daerah otonom. 
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3. Bupati adalah Bupati Sragen. 

4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD 

adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan 

Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.  

5. Pengadaan barang/jasa adalah kegiatan pengadaan 

barang/jasa oleh Badan Layanan Umum Daerah yang 

prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan 

serah terima pekerjaan. 

6. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya 

disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah 

atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah 

Kabupaten Sragen, dalam hal ini yang dibentuk untuk 

memberikan layanan kepada masyarakat berupa 

penyediaan barang/jasa yang dijual tanpa 

mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam 

melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip 

efisiensi dan produktivitas. 

7. Rencana Bisnis Anggaran selanjutnya disingkat RBA 

adalah Rencana Bisnis dan Anggaran BLUD. 

8. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA 

adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan 

anggaran BLUD. 

9. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat 

KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk 

melaksanakan sebagian kewenangan dan 

tanggungjawab penggunaan anggaran BLUD. 

10. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat 

PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA 

untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan 

tindakan dalam pengadaan barang/jasa, yang dapat 

mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja BLUD. 

11. Pejabat Pengadaan adalah pejabat administrasi/ 

pejabat fungsional/personel yang bertugas 

melaksanakan Pengadaan Langsung, Penunjukan 

Langsung, e-purchasing yang ditetapkan dengan 

Keputusan Pimpinan BLUD. 

12. Kelompok Kerja Pemilihan adalah tim yang ditunjuk 

untuk melaksanakan tender dan seleksi. 

13. Dihapus. 

14. Dihapus.  

15. Penyelenggara Swakelola adalah Tim yang 

menyelenggarakan kegiatan secara Swakelola. 

16. Pengelola Pengadaan barang/jasa adalah Pejabat 

Fungsional yang diberi tugas, tanggung jawab, 

wewenang, dan hak secara penuh oleh Pimpinan BLUD, 

untuk melaksanakan Pengadaan barang/jasa. 
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17. Rencana Umum Pengadaan barang/jasa yang 

selanjutnya disingkat RUP adalah daftar rencana 

Pengadaan barang/jasa yang akan dilaksanakan oleh 

BLUD. 

18. Satuan Pengawasan Internal atau Audit Internal adalah 

unit kerja pada BLUD yang melakukan pengawasan 

melalui audit, revieu, pemantauan, evaluasi, dan 

kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan 

tugas dan fungsi BLUD. 

19. Pengadaan barang/jasa melalui Swakelola yang 

selanjutnya disebut Swakelola adalah cara memperoleh 

barang/jasa yang dikerjakan sendiri oleh BLUD. 

20. Pengadaan barang/jasa melalui Penyedia adalah cara 

memperoleh barang/jasa yang disediakan oleh Pelaku 

Usaha. 

21. Pelaku Usaha adalah setiap orang perorangan atau 

badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum 

maupun bukan badan hukum yang didirikan dan 

berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam 

wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri 

maupun bersama-sama melalui perjanjian 

menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai 

bidang ekonomi. 

22. Penyedia Barang/jasa yang selanjutnya disebut 

Penyedia adalah pelaku usaha yangmenyediakan 

barang/jasa berdasarkan kontrak. 

23. Barang adalah setiap benda berwujud atau tidak 

berwujud, bergerak atau tidak bergerak, yang dapat 

diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau 

dimanfaatkan oleh Pengguna Barang. 

24. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau 

sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan. 

pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan 

pembangunan kembali suatu bangunan. 

25. Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional yang 

membutuhkan keahlian tertentu di berbagai bidang 

keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir. 

26. Jasa Lainnya adalah jasa non-konsultansi atau jasa 

yang membutuhkan peralatan, metodologi khusus, 

dan/atau ketrampilan dalam suatu sistem tata kelola 

yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk 

menyelesaikan suatu pekerjaan. 

27. Harga Perkiraan Sendiri yang selanjutnya disingkat 

HPS adalah perkiraan harga barang/jasa yang 

ditetapkan oleh PPK. 

28. Pembelian secara Elektronik yang selanjutnya disebut 

E-purchasing adalah tata cara pembelian barang/jasa 

melalui sistem katalog elektronik. 
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29. Tender adalah metode pemilihan untuk mendapatkan 

Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya. 

30. Tender Cepat dilakukan untuk metode pemilihan 

Penyedia Barang/Konstruksi/Jasa Lainnya dengan 

menggunakan Sistem Informasi Kinerja Penyedia 

Barang/Jasa (SIKaP) yang tidak memerlukan penilaian 

kualifikasi, evaluasi penawaran administrasi, evaluasi 

penawaran teknis, sanggah dan sanggah banding. 

31. Seleksi adalah metode pemilihan untuk mendapatkan 

Penyedia Jasa Konsultansi. 

32. Penunjukan Langsung adalah metode pemilihan untuk 

mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi 

/Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya dalam keadaan 

tertentu. 

33. Pengadaan Langsung Barang/Pekerjaan Konstruksi/ 

Jasa Lainnya adalah metode pemilihan untuk 

mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/ 

Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak sesuai 

dengan jenjang nilai pada masing-masing BLUD. 

34. Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi adalah metode 

pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Jasa 

Konsultansi yang bernilai paling banyak sesuai dengan 

jenjang nilai pada masing-masing BLUD. 

35. Pengadaan secara elektronik atau E-Procurement 

adalah Pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan 

dengan menggunakan teknologi informasi dan 

transaksi elektronik sesuai ketentuan perundang-

undangan. 

36. E-Tendering adalah tata cara pemilihan Penyedia 

Barang/jasa yang dilakukan secara terbuka dan dapat 

diikuti oleh semua Penyedia Barang/jasa yang terdaftar 

pada sistem pengadaan secara elektronik dengan cara 

menyampaikan 1 (satu) kali penawaran dalam waktu 

yang telah ditentukan. 

37. Katalog elektronik atau E-Catalogue adalah sistem 

informasi elektronik yang memuat daftar, jenis, 

spesifikasi teknis, dan harga barang tertentu dari 

berbagai Penyedia Barang/jasa Pemerintah. 

38. Sistem Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya 

disingkat SPSE adalah sistem informasi tentang 

penyelenggaraan pengadaan barang/jasa secara 

elektronik. 

39. Portal Pengadaan Nasional adalah pintu gerbang sistem 

informasi elektronik yang terkait dengan informasi 

Pengadaan barang/jasa secara Nasional yang dikelola 

oleh LKPP. 

40. Sertifikat Keahlian Pengadaan barang/jasa adalah 

tanda bukti pengakuan dari pemerintah atas 
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kompetensi dan kemampuan profesi dibidang 

Pengadaan barang/jasa. 

41. Dokumen Pemilihan adalah dokumen yang ditetapkan 

oleh Kelompok Kerja Pemilihan/Pejabat Pengadaan 

yang memuat informasi dan ketentuan yang harus 

ditaati oleh para pihak dalam pemilihan Penyedia. 

42. Pakta Integritas adalah surat pernyataan yang berisi 

ikrar untuk mencegah dan tidak melakukan kolusi, 

korupsi, dan nepotisme dalam pengadaan barang/jasa. 

43. Kontrak Pengadaan barang/jasa yang selanjutnya 

disebut Kontrak adalah perjanjian tertulis antara 

PA/KPA/PPK dengan Penyedia Barang/jasa atau 

pelaksana Swakelola. 

44. Kontrak Payung adalah kontrak harga satuan dalam 

periode waktu tertentu untuk barang/jasa yang belum 

dapat ditentukan volume dan/atau waktu 

pengirimannya pada saat Kontrak ditandatangani. 

45. Kontrak Tahun Jamak adalah kontrak Pengadaan 

barang/jasa yang membebani lebih dari 1 (satu) Tahun 

Anggaran dilakukan setelah mendapatkan persetujuan 

pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan 

perundang-undangan, berupa pekerjaan yang 

penyelesaiannya lebih dari 12 (dua belas) bulan atau 

lebih dari 1 (satu) Tahun Anggaran; atau pekerjaan 

yang memberikan manfaat lebih apabila dikontrakkan 

untuk jangka waktu lebih dari 1 (satu) Tahun Anggaran 

dan paling lama 3 (tiga) Tahun Anggaran. 

46. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang 

perseorangan dan/atau badan usaha yang memenuhi 

kriteria Usaha Mikro sebagaimana dimaksud dalam 

undang-undang yang mengatur mengenai Usaha 

Mikro, Kecil dan Menengah. 

47. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang 

berdiri sendiri dan dilakukan oleh orang perseorangan 

atau badan usaha yang bukan merupakan anak 

perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang 

dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung 

maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau 

Usaha Besar, yang memenuhi kriteria Usaha Kecil 

sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang 

mengatur mengenai Usaha Mikro, Kecil, dan 

Menengah. 

48. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang 

berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan 

atau badan usaha yang bukan merupakan anak 

perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, 

dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun 

tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar 
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dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan 

tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 

tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. 

49. Produk Dalam Negeri adalah barang/jasa termasuk 

rancang bangun dan perekayasaan yang diproduksi 

atau dikerjakan oleh perusahaan industri yang 

berinvestasi dan berproduksi di Indonesia. 

50. Surat Jaminan yang selanjutnya disebut Jaminan 

adalah jaminan tertulis yang dikeluarkan oleh Bank 

Umum/Perusahaan Penjaminan/Perusahaan Asuransi 

/lembaga keuangan khusus yang menjalankan usaha 

di bidang pembiayaan, penjaminan, dan asuransi 

untuk mendorong ekspor Indonesia sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang 

lembaga pembiayaan ekspor Indonesia. 

51. Sanksi Daftar Hitam adalah sanksi yang diberikan 

kepada peserta pemilihan/Penyedia berupa larangan 

mengikuti Pengadaan barang/jasa di seluruh BLUD 

dalam jangka waktu tertentu. 

52. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi di 

luar kehendak para pihak dalam kontrak dan tidak 

dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban 

yang ditentukan dalam kontrak menjadi tidak dapat 

dipenuhi. 

53. Sayembara adalah metode pemilihan Penyedia Jasa 

yang memperlombakan gagasan orisinal, kreatifitas 

dan inovasi tertentu yang harga/biayanya tidak dapat 

ditetapkan berdasarkan Harga Satuan. 

54. Kontes adalah metode pemilihan Penyedia Barang yang 

memperlombakan barang/benda tertentu yang tidak 

mempunyai harga pasar dan yang harga/biayanya 

tidak dapat ditetapkan berdasarkan Harga Satuan. 

55. Fleksibilitas adalah keleluasaan pengelolaan 

keuangan/barang Badan Layanan Umum Daerah pada 

batas-batas tertentu yang dapat dikecualikan dari 

ketentuan yang berlaku umum. 

56. Cito adalah keadaan kebutuhan emergency yang harus 

dipenuhi. 

57. Bahan medis habis pakai adalah alat kesehatan yang 

ditujukan untuk penggunaan sekali pakai (single use). 

58. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya 

disebut PPTK adalah pejabat pada BLUD yang 

melaksanakan 1 (satu) atau beberapa kegiatan dari 

suatu program sesuai dengan bidang tugasnya. 

59. Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan yang 

selanjutnya disebut SIRUP adalah aplikasi rencana 

umum pengadaan berbasis web (web based) yang 

fungsinya sebagai sarana atau alat untuk 

mengumumkan Rencana Umum Pengadaan (RUP). 
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2. Ketentuan huruf c ayat (2) Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 

berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 2 

(1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah untuk 

memberikan pedoman bagi BLUD dalam pelaksanaan 

pengadaan barang/jasa. 

(2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah: 

a. menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang 

yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, jumlah, 

waktu, biaya, lokasi, dan Penyedia; 

b. meningkatkan penggunaan produk dalam negeri; 

c. meningkatkan peran serta usaha mikro, usaha kecil, 

koperasi dan usaha menengah dan/atau pelaku usaha 

daerah; 

d. meningkatkan keikutsertaan industri kreatif; 

e. menyederhanakan dan mempercepat proses 

pengambilan keputusan; 

f. meningkatkan kemandirian, tanggung jawab dan 

profesionalisme; dan 

g. mendorong pengadaan berkelanjutan. 

 

3. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

 

Pasal 5 

(1) Pengadaan barang/jasa dalam Peraturan ini meliputi 

namun tidak terbatas pada : 

a. Barang; 

b. Pekerjaan Konstruksi; 

c. Jasa Konsultansi; dan 

d. Jasa lainnya. 

(2) Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dapat dilakukan terintegrasi. 

(3) Pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dilaksanakan dengan cara: 

a. Swakelola; dan/atau 

b. Penyedia. 

 

4. Ketentuan huruf c Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi 

sebagai berikut: 

 

Pasal 7 

Tujuan pengadaan barang/jasa adalah: 

a. menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang 

yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, jumlah, 

waktu, biaya, lokasi, dan Penyedia; 

b. meningkatkan penggunaan produk dalam negeri; 
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c. meningkatkan peran serta usaha mikro, usaha kecil, 

koperasi dan usaha menengah dan/atau pelaku usaha 

daerah; 

d. meningkatkan keikutsertaan industri kreatif; 

e. mendukung penciptaan nilai perusahaan; 

f. menyederhanakan dan mempercepat proses 

pengambilan keputusan; 

g. meningkatkan kemandirian, tanggung jawab dan 

profesionalisme; 

h. meningkatkan sinergi antar BLUD; dan 

i. mendorong pengadaan berkelanjutan. 

 

5. Ketentuan huruf f Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi 

sebagai berikut: 

Bagian Kedua 

Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa 

 

Pasal 8 

Kebijakan pengadaan barang/jasa meliputi: 

a. meningkatkan kualitas perencanaan pengadaan 

barang/jasa; 

b. melaksanakan pengadaan barang/jasa yang lebih 

transparan, terbuka, dan kompetitif; 

c. memperkuat   kapasitas   kelembagaan   dansumber daya 

manusia pengadaan barang/jasa; 

d. menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, serta 

transaksi elektronik; 

e. mendorong penggunaan barang/jasa dalam negeri dan 

Standar Nasional Indonesia (SNI);  

f. memberikan kesempatan kepada usaha mikro, usaha 

kecil, koperasi dan usaha menengah; dan 

g. melaksanakan pengadaan berkelanjutan. 

 

6. Ketentuan Pasal 9 ditambah 1 (satu) huruf yakni huruf h, 

sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut: 

 

Bagian Ketiga 

Prinsip Pengadaan Barang/Jasa 

 

Pasal 9 

Pengadaan barang/jasa menerapkan prinsip sebagai berikut: 

a. efisien, berarti pengadaan barang/jasa harus diusahakan 

dengan menggunakan dana dan daya yang minimum 

untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang 

ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan 

untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang 

maksimum; 
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b. efektif, berarti pengadaan barang/jasa harus sesuai 

dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan 

serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya; 

c. transparan, berarti semua ketentuan dan informasi 

mengenai pengadaan barang/jasa bersifat jelas dan dapat 

diketahui secara luas oleh penyedia barang/jasa yang 

berminat serta oleh masyarakat pada umumnya; 

d. terbuka, berarti pengadaan barang/jasa dapat diikuti oleh 

semua penyedia barang/jasa yang memenuhi 

persyaratan/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan 

prosedur yang jelas; 

e. bersaing, berarti pengadaan barang/jasa harus dilakukan 

melalui persaingan yang sehat diantara sebanyak mungkin 

penyedia barang/jasa yang setara dan memenuhi 

persyaratan, sehingga dapat diperoleh barang/jasa yang 

ditawarkan secara kompetitif dan tidak ada intervensi yang 

mengganggu terciptanya mekanisme pasar dalam 

pengadaan barang/jasa; 

f. adil, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua 

calon penyedia barang/jasa dan tidak mengarah untuk 

memberi keuntungan kepada pihak tertentu, dengan tetap 

memperhatikan kepentingan daerah;  

g. akuntabel, berarti harus sesuai aturan dan ketentuan yang 

terkait pengadaan barang/jasa sehingga dapat 

dipertanggungjawabkan; dan 

h. ekonomis, berarti  memperoleh barang atau jasa dengan 

kualitas yang baik dengan harga yang terjangkau.  

 

7. Ketentuan huruf d ayat (1) dan huruf e ayat (2) Pasal 11 

dihapus, serta ayat (1) ditambah 1 (satu) huruf yakni huruf f, 

sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 11 

(1) Pelaku pengadaan barang/jasa untuk pengadaan melalui 

swakelola terdiri atas: 

a. PA; 

b. KPA; 

c. PPK; 

d. Dihapus; 

e. penyelenggara swakelola; dan 

f. PPTK. 

(2) Pelaku pengadaan barang/jasa untuk pengadaan melalui 

pemilihan penyedia barang/jasa terdiri atas: 

a. PA; 

b. KPA; 

c. PPK; 

d. Kelompok Kerja Pemilihan/pejabat pengadaan; 

e. Dihapus; dan 

f. penyedia. 
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8. Ketentuan huruf i ayat (1) Pasal 12 dihapus, diantara       

huruf f dan huruf g disisipkan 1 (satu) huruf, yakni huruf f1, 

diantara huruf g dan huruf h disisipkan 1 (satu) huruf, yakni 

huruf g1, diantara huruf m dan huruf n disisipkan 1 (satu) 

huruf, yakni huruf m1, serta ayat (2) diubah, sehingga     

Pasal 12 berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 12 

(1) PA sebagaimana  dimaksud dalam Pasal 11 memiliki 

tugas dan kewenangan sebagai berikut: 

a. melakukan tindakan yang mengakibatkan 

pengeluaran anggaran belanja; 

b. mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam 

batas anggaran belanja yang telah ditetapkan; 

c. menetapkan perencanaan pengadaan; 

d. menetapkan dan mengumumkan RUP; 

e. melaksanakan konsolidasi pengadaan 

barang/jasa; 

f. menetapkan penunjukan langsung untuk 

tender/seleksi ulang gagal; 

f1.  menetapkan pengenaan sanksi daftar hitam; 

g. menetapkan PPK; 

g1. menetapkan PPTK; 

h. menetapkan Kelompok Kerja Pemilihan/pejabat 

pengadaan; 

i. Dihapus; 

j. menetapkan penyelenggara swakelola; 

k. menetapkan tim teknis; 

l. menetapkan tim juri/tim ahli untuk pelaksanaan 

melalui sayembara/kontes; dan 

m. menyatakan tender gagal/seleksi gagal; 

m1. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 

n. Menentapkan pemenang pemilihan/Penyedia 

untuk metode pemilihan: 

1. Tender/Penunjukan Langsung/E-purchasing 

untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan 

Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai  Pagu 

Anggaran paling sedikit di atas 

Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); 

2. Seleksi/Penunjukan Langsung untuk paket 

Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai Pagu 

Anggaran paling sedikit di atas 

Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). 

(2) PA dapat melimpahkan kewenangan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) kepada KPA. 
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9. Diantara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni 

ayat (2a), sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 13 

(1) KPA   dalam   pengadaan   barang/jasa   sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 11 melaksanakan pendelegasian 

sesuai dengan pelimpahan dari PA. 

(2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

KPA berwenang menjawab sanggah banding peserta 

Tender Pekerjaan Konstruksi. 

(2a) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) ditetapkan oleh Bupati atas usul Kepala SKPD. 

(3) KPA  dapat  menugaskan  PPK  untuk  melaksanakan 

kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)yang 

terkait dengan: 

a. melakukan     tindakan     yang     mengakibatkan 

pengeluaran anggaran belanja; dan/atau 

b. mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam 

batas anggaran belanja yang telah ditetapkan. 

(4) KPA dapat dibantu oleh pengelola pengadaan 

barang/jasa. 

(5) Dalam hal tidak ada personel yang dapat ditunjuk 

sebagai PPK, KPA dapat merangkap sebagai PPK. 

 

10. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

Pasal 15 

(1) Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa terdiri 

atas Aparatur Sipil Negara, atau tenaga profesional yang 

memahami tata cara pengadaan di lingkungan BLUD. 

(2) Pemahaman di bidang pengadaan barang/jasa 

sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) dapat 

ditunjukkan dengan: 

a. sertifikat kompetensi bidang pengadaan barang/jasa;  

b. sertifikat pelatihan di bidang pengadaan barang/jasa; 

atau 

c. pengalaman di bidang pengadaan barang/jasa. 

(3) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a 

dikeluarkan oleh Lembaga yang membidangi Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah atau Badan yang menangani 

sertifikasi profesi. 

(4) Pimpinan BLUD dapat membentuk unit yang memiliki 

tugas menyelenggarakan dukungan pengadaan barang/ 

jasa pada BLUD. 

 

11. Ketentuan Pasal 16 dan Pasal 17 dihapus. 
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12. Ketentuan huruf b ayat (1) dan huruf b ayat (2) Pasal 18 

dihapus, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 18 

(1) Pejabat pengadaan tidak boleh merangkap sebagai: 

a. Pejabat keuangan atau bendahara; atau 

b. Dihapus. 

(2) Kelompok Kerja Pemilihan tidak boleh merangkap sebagai: 

a. Pejabat keuangan atau bendahara; atau 

b. Dihapus. 

 

13. Pasal 19 dihapus. 

 

14. Pasal 20 dihapus. 

 

15. Pasal 21 dihapus. 

 

16. Pasal 22 dihapus. 

 

17. Ketentuan angka 2) dan angka 3) huruf a ayat (1) Pasal 23 

dihapus, serta huruf c ayat (1) Pasal 23 dihapus, sehingga 

Pasal 23 berbunyi sebagai berikut: 

  

Pasal 23 

(1) Penyedia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) 

wajib memenuhi kualifikasi administrasi/legalitas dan 

teknis minimal sebagai berikut:  

a. Kualifikasi administrasi/legalitas  

Persyaratan kualifikasi Administrasi/Legalitas untuk 

Penyedia Barang/Jasa, meliputi:  

1. Memiliki izin usaha sesuai dengan peraturan 

perundang- undangan, antara lain di bidang 

pekerjaan konstruksi, perdagangan, jasa lainnya, 

atau jasa konsultansi sesuai dengan skala usaha 

(segmentasi/klasifikasi),kategori/golongan / sub 

golongan/kelompok atau kualifikasi lapangan 

usaha.  

2. Dihapus.  

3. Dihapus. 

4. Memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban 

perpajakan tahun pajak terakhir (SPT tahunan).  

5. Mempunyai atau menguasai tempat usaha/kantor 

dengan alamat yang benar, tetap dan jelas berupa 

milik sendiri atau sewa.  

6. Secara hukum mempunyai kapasitas untuk 

mengikatkan diri pada Kontrak yang dibuktikan 

dengan:  
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a) Akta Pendirian Perusahaan dan/atau 

perubahannya;  

b) Surat Kuasa (apabila dikuasakan); dan  

c) Kartu Tanda Penduduk.  

7. Surat Pernyataan Pakta Integritas meliputi:  

a) Tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi, 

dan Nepotisme;  

b) Akan melaporkan kepada PA/KPA jika 

mengetahui terjadinya praktik Korupsi, Kolusi, 

dan Nepotisme dalam proses pengadaan ini.  

c) Akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, 

transparan, dan profesional untuk memberikan 

hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan 

perundang-undangan; dan  

d) Apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan 

dalam angka 1), 2) dan 3) maka bersedia 

menerima sanksi sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan.  

8. Surat pernyataan yang ditandatangani Peserta yang 

berisi:  

a) yang bersangkutan dan manajemennya tidak 

dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan 

kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;  

b) yang bersangkutan berikut pengurus badan 

usaha tidak sedang dikenakan sanksi daftar 

hitam;  

c) yang bertindak untuk dan atas nama badan 

usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi 

pidana;  

d) pimpinan dan pengurus badan usaha bukan 

sebagai pegawai 

Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah atau 

pimpinan dan pengurus badan usaha sebagai 

pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat 

Daerah yang sedang mengambil cuti diluar 

tanggungan Negara;  

e) Pernyataan lain yang menjadi syarat kualifikasi 

yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan; dan  

9. Data kualifikasi yang diisikan dan dokumen 

penawaran yang disampaikan benar, dan jika 

dikemudian hari ditemukan bahwa data/dokumen 

yang disampaikan tidak benar dan ada pemalsuan 

maka direktur utama/pimpinan perusahaan/ 

pimpinan koperasi, atau kepala cabang, dari seluruh 

anggota konsorsium/kerja sama operasi/kemitraan/ 

bentuk kerjasama lain bersedia dikenakan sanksi 

administratif, sanksi pencantuman dalam daftar 

hitam, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan 

secara pidana kepada pihak berwenang sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang undangan.  
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10. Dalam hal Peserta akan melakukan konsorsium/ 

kerja sama operasi/kemitraan/bentuk kerjasama 

lain harus mempunyai perjanjian konsorsium/kerja 

sama operasi/kemitraan/bentuk kerjasama lain.  

11. Evaluasi persyaratan pada huruf h angka 1 sampai 

dengan angka 5 dilakukan untuk setiap Badan 

Usaha yang menjadi bagian dari konsorsium/kerja 

sama operasi/kemitraan/bentuk kerjasama lain.  

12. Untuk Usaha Mikro, bentuk perizinan berupa Izin 

Usaha Mikro Kecil (IUMK) dan tidak disyaratkan 

Tanda Daftar Perusahaan (TDP).  

13. Persyaratan kualifikasi Administrasi/Legalitas 

untuk Penyedia Pekerjaan Konstruksi dan Jasa 

Konsultansi berdasarkan ketentuan peraturan 

Perundang-undangan di bidang Jasa Konstruksi 

beserta pedoman pelaksanaan yang ditetapkan oleh 

Menteri yang membidangi Jasa Konstruksi.  

14. Persyaratan kualifikasi Administrasi/Legalitas 

untuk Penyedia Barang/Jasa Perorangan, meliputi:  

a) memiliki identitas kewarganegaraan Indonesia 

seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP)/Paspor/ 

Surat Keterangan Domisili Tinggal;  

b) memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan 

telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun 

terakhir;  

c) menandatangani Pakta Integritas; dan  

d) Surat pernyataan yang ditandatangani berisi:  

1) tidak dikenakan Sanksi Daftar Hitam;  

2) yang bertindak untuk dan atas nama badan 

usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi 

pidana;  

3) pimpinan dan pengurus badan usaha bukan 

sebagai pegawai kementerian/Lembaga 

/Perangkat Daerah atau pimpinan dan 

pengurus badan usaha sebagai pegawai 

Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah 

yang sedang mengambil cuti diluar 

tanggungan Negara;  

4) Pernyataan lain yang menjadi syarat 

kualifikasi yang tercantum dalam Dokumen 

Pemilihan;  

5) Data kualifikasi yang diisikan dan dokumen 

penawaran yang disampaikan benar, dan jika 

dikemudian hari ditemukan bahwa 

data/dokumen yang disampaikan tidak benar 

dan ada pemalsuan maka direktur utama/ 

pimpinan perusahaan/pimpinan koperasi, 

atau kepala cabang, dari seluruh anggota 
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konsorsium/kerja operasi/ kemitraan/ bentuk 

kerjasama lain bersedia dikenakan sanksi 

administratif, sanksi pencantuman dalam 

daftar hitam, gugatan secara perdata, 

dan/atau pelaporan secara pidana kepada 

pihak berwenang sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang undangan.  

6) Dalam hal Peserta akan melakukan 

konsorsium/kerja sama operasi/kemitraan 

/bentuk kerjasama lain harus mempunyai 

perjanjian konsorsium/kerja sama operasi/ 

kemitraan/bentuk kerjasama lain.  

7) Untuk Usaha Mikro, bentuk perizinan berupa 

Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK) dan tidak 

disyaratkan Tanda Daftar Perusahaan (TDP).  

8) Persyaratan kualifikasi Administrasi/Legalitas 

untuk Penyedia Pekerjaan Konstruksi dan 

Jasa Konsultansi berdasarkan ketentuan 

peraturan Perundang-undangan di bidang 

Jasa Konstruksi beserta pedoman 

pelaksanaan yang ditetapkan oleh Menteri 

yang membidangi Jasa Konstruksi.  

b. Kualifikasi Teknis  

1. Syarat Kualifikasi Teknis Penyedia Barang Persyaratan 

kualifikasi teknis untuk Penyedia Barang, meliputi:  

a) Memiliki pengalaman:  

1) Penyediaan barang pada divisi yang sama1 paling 

kurang 1 (satu) pekerjaan dalam kurun waktu 1 

(satu) tahun terakhir baik di lingkungan 

pemerintah maupun swasta, termasuk 

pengalaman subkontrak; dan  

2) Penyediaan barang sekurang-kurangnya dalam 

kelompok/grup yang sama paling kurang 1 (satu) 

pekerjaan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun 

terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun 

swasta, termasuk pengalaman subkontrak.  

b) Memiliki kemampuan untuk menyediakan sumber 

daya manusia dan peralatan yang dibutuhkan dalam 

proses penyediaan termasuk layanan purna jual (jika 

diperlukan).  

2. Persyaratan kualifikasi teknis untuk Penyedia Jasa 

Lainnya, meliputi:  

a) Memiliki pengalaman :  

1) Penyediaan jasa pada divisi yang sama2 paling 

kurang 1 (satu) pekerjaan dalam kurun waktu 1 

(satu) tahun terakhir baik di lingkungan 

pemerintah maupun swasta, termasuk 

pengalaman subkontrak;  
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2) Penyediaan jasa sekurang-kurangnya dalam 

kelompok/grup yang sama paling kurang 1 (satu) 

pekerjaan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun 

terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun 

swasta, termasuk pengalaman subkontrak; dan  

3) Nilai pekerjaan sejenis tertinggi dalam kurun 

waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir untuk usaha 

non kecil paling kurang sama dengan 50% (lima 

puluh persen) nilai total HPS/Pagu Anggaran.  

b) Memiliki kemampuan untuk menyediakan sumber 

daya manusia dan peralatan yang dibutuhkan dalam 

proses penyediaan termasuk layanan purna jual (jika 

diperlukan).  

3. Persyaratan kualifikasi teknis untuk Penyedia Pekerjaan 

Konstruksi dan Jasa Konsultansi Konstruksi 

berdasarkan ketentuan peraturan Perundang-undangan 

di bidang Jasa Konstruksi beserta pedoman 

pelaksanaan yang ditetapkan oleh Menteri yang 

membidangi Jasa Konstruksi.  

4. Persyaratan kualifikasi teknis untuk Penyedia Jasa 

Konsultansi Badan Usaha, meliputi:  

a) Memiliki pengalaman:  

1) Pekerjaan di bidang Jasa Konsultansi paling 

kurang 1 (satu) pekerjaan dalam kurun waktu 1 

(satu) tahun terakhir baik di lingkungan 

pemerintah maupun swasta, termasuk 

pengalaman subkontrak;  

2) Pekerjaan yang serupa (similar) berdasarkan 

jenis pekerjaan, kompleksitas pekerjaan, 

metodologi, teknologi, atau karakteristik lainnya 

yang bisa menggambarkan kesamaan, paling 

kurang 1 (satu) pekerjaan dalam kurun waktu 3 

(tiga) tahun terakhir baik di lingkungan 

pemerintah maupun swasta, termasuk 

pengalaman subkontrak; dan  

3) Nilai pekerjaan sejenis tertinggi dalam kurun 

waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir paling kurang 

sama dengan 50% (lima puluh persen) nilai total 

HPS/Pagu Anggaran.  

b) Memiliki sumber daya manusia: 

1) manajerial dan  

2) tenaga kerja (jika diperlukan).  

c) Memiliki kemampuan untuk menyediakan peralatan 

(jika diperlukan).  

5. Persyaratan kualifikasi teknis untuk Penyedia Jasa 

Konsultansi Perorangan, meliputi:  
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a) memiliki pengalaman:  

1) Pekerjaan sejenis (jenis pekerjaan, kompleksitas 

pekerjaan, metodologi, teknologi, atau 

karakteristik lainnya yang bisa menggambarkan 

kesamaan); dan  

2) Nilai pekerjaan sejenis tertinggi dalam kurun 

waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir paling kurang 

sama dengan 50% (lima puluh persen) nilai total 

HPS/Pagu Anggaran.  

b) memiliki jenjang pendidikan minimal strata I (satu); 

c) memiliki sertifikat keahlian/teknis; 

d) pernah mengikuti pelatihan/kursus; dan/atau  

e) memiliki kompetensi sesuai bidangnya.  

c. Dihapus.   

(2) Penunjukan Kemitraan dapat dilakukan dalam hal sifat dan 

lingkup pekerjaan yang terlalu luas, atau jenis keahlian yang 

diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan tidak dapat 

dilakukan oleh 1 (satu) Penyedia, maka:  

a. diberikan kesempatan yang memungkinkan para Penyedia 

saling bergabung dalam suatu konsorsium/kerja sama 

operasi/kemitraan/bentuk kerjasama lain; dan/atau  

b. diberikan kesempatan yang memungkinkan Penyedia atau 

konsorsium/kerja sama operasi/kemitraan/bentuk 

kerjasama lain Penyedia untuk menggunakan tenaga ahli 

asing.  

c. Tenaga ahli asing digunakan sepanjang diperlukan untuk 

mencukupi kebutuhan jenis keahlian yang belum dimiliki 

dan untuk meningkatkan kemampuan teknis guna 

menangani kegiatan atau pekerjaan.  

(3) Diluar ketentuan pada ayat (1), penyedia wajib memenuhi 

kualifikasi yang ditetapkan oleh PPK sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan.  

(4) Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung 

jawab atas: 

a. pelaksanaan kontrak; 

b. kualitas barang/jasa; 

c. ketepatan perhitungan jumlah atau volume; 

d. ketepatan waktu penyerahan; dan 

e. ketepatan tempat penyerahan. 

 

18. Di antara huruf c dan huruf d ayat (1) Pasal 37 disisipkan 1 (satu) 

huruf, yakni huruf c1, sehingga Pasal 37 berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 37 

(1) Metode pemilihan penyedia terdiri atas: 

a. e-purchasing;  

b. pengadaan langsung; 

c. penunjukan langsung; 
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c1.   tender cepat; 

d. tender; dan 

e. seleksi; 

(2) Pengadaan barang/jasa yang dananya berasal dari hibah 

dapat dilakukan dengan mengikuti ketentuan pengadaan dari 

pemberi hibah, atau ketentuan pengadaan barang/jasa yang 

berlaku bagi BLUD sepanjang disetujui pemberi hibah dan 

Pimpinan BLUD. 

 

19. Ketentuan huruf d ayat (3) Pasal 70 dihapus, sehingga Pasal 70 

berbunyi sebagai berikut: 

 

Bagian Ketujuh 

Pengadaan Langsung 

 

Pasal 70 

(1) Pelaksanaan pengadaan langsung dilakukan sebagai berikut: 

a. pembelian/pembayaran langsung kepada penyedia untuk 

pengadaan barang/jasa lainnya yang menggunakan bukti 

pembelian atau kuitansi; atau 

b. permintaan penawaran yang disertai dengan klarifikasi 

serta negosiasi teknis dan harga kepada pelaku usaha 

untuk pengadaan langsung yang menggunakan SPK. 

(2) Penyusunan jadwal pelaksanaan pengadaan langsung 

diserahkan kepada pejabat pengadaan. 

(3) pengadaan langsung untuk barang/jasa lainnya yang 

harganya sudah pasti dengan nilai paling banyak 

Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dilaksanakan 

dengan tahapan sebagai berikut: 

a. pejabat pengadaan melakukan pemesanan barang/jasa 

Lainnya ke Penyedia; 

b. PPK melaksanakan pemeriksaan dan serah terima hasil 

pekerjaan; 

c. penyedia menyerahkan bukti pembelian/pembayaran atau 

kuitansi kepada Pejabat Pengadaan/PPK;  

d. Dihapus; 

e. PPK melakukan pembayaran; dan 

f. penyedia tidak diwajibkan untuk menyampaikan formulir 

isian kualifikasi, apabila menurut pertimbangan pejabat 

pengadaan, penyedia dimaksud memiliki kompetensi atau 

untuk pengadaan langsung yang menggunakan tanda 

bukti perjanjian berupa bukti pembelian/kuitansi. 

(4) Pengadaan Langsung untuk: 

a. jasa konsultansi dengan nilai paling banyak 

Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);  

b. barang/jasa Lainnya dengan nilai di atas Rp50.000.000,00 

(lima puluh juta rupiah) sampai dengan nilai paling banyak 

Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah); dan  
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c. pekerjaan konstruksi dengan nilai paling banyak 

Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah); dilaksanakan 

dengan tahapan sebagai berikut: 

1) pejabat pengadaan mengundang pelaku usaha yang 

diyakini mampu untuk menyampaikan penawaran 

administrasi, teknis, harga dan kualifikasi; 

2) undangan dilampiri spesifikasi teknis dan/atau 

gambar serta dokumen dokumen lain yang 

menggambarkan jenis pekerjaan yang dibutuhkan; 

3) pelaku usaha yang diundang menyampaikan 

penawaran administrasi, teknis, harga dan kualifikasi 

secara langsung sesuai jadwal yang telah ditentukan 

dalam undangan; 

4) pejabat pengadaan membuka penawaran dan 

mengevaluasi administrasi, teknis dan kualifikasi 

dengan sistem gugur, melakukan klarifikasi teknis dan 

negosiasi harga untuk mendapatkan penyedia dengan 

harga yang wajar serta dapat dipertanggungjawabkan; 

5) negosiasi harga dilakukan berdasarkan HPS; dan 

6) dalam hal negosiasi harga tidak menghasilkan 

kesepakatan, pengadaan langsung dinyatakan gagal 

dan dilakukan pengadaan langsung ulang dengan 

mengundang pelaku usaha lain. 

(5) Pejabat pengadaan membuat berita acara hasil pengadaan  

langsung yang terdiri atas: 

a. nama dan alamat penyedia; 

b. harga penawaran terkoreksi dan harga hasil negosiasi; 

c. unsur-unsur yang dievaluasi (apabila ada); 

d. hasil negosiasi harga (apabila ada); 

e. keterangan lain yang dianggap perlu; dan 

f. tanggal dibuatnya berita acara. 

(6) Pejabat pengadaan melaporkan hasil pengadaan langsung 

kepada PPK. 

(7) Pelaku Usaha tidak diwajibkan untuk menyampaikan formulir 

isian kualifikasi, apabila menurut pertimbangan Pejabat 

Pengadaan, Pelaku Usaha dimaksud memiliki kemampuan 

untuk melaksanakan pekerjaan atau untuk Pengadaan 

Langsung yang menggunakan tanda bukti perjanjian        

berupa SPK. 

(8) Pengadaan langsung dilaksanakan oleh 1 (satu) orang pejabat 

pengadaan. 

(9) PPK/pejabat pengadaan dalam melaksanakan tahapan 

pengadaan langsung dapat dibantu oleh tim pendukung. 

(10) Pengadaan langsung dapat dilakukan terhadap pengadaan 

barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dengan ketentuan 

sebagai berikut:  

a. merupakan kebutuhan operasional BLUD;  

b. teknologi sederhana;  
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c. risiko kecil; dan/atau  

d. dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa usaha orang-

perseorangan dan/atau badan usaha kecil serta koperasi 

kecil, kecuali untuk paket pekerjaan yang menuntut 

kompetensi teknis yang tidak dapat dipenuhi oleh usaha 

mikro, usaha kecil dan koperasi kecil. 

(11) Metode pengadaan langsung dilarang digunakan dengan 

alasan untuk memecah paket pengadaan menjadi beberapa 

paket dengan maksud untuk menghindari tender/seleksi. 

 

20. Ketentuan ayat (6) Pasal 77 diubah, sehingga Pasal 77 berbunyi 

sebagai berikut: 

 

Pasal 77 

(1) PPK menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) barang/jasa, 

kecuali untuk pengadaan langsung yang menggunakan bukti 

pembelian.  

(2) Kelompok Kerja Pemilihan/pejabat pengadaan mengumumkan 

nilai total HPS berdasarkan HPS yang ditetapkan oleh PPK.  

(3) Nilai total HPS bersifat terbuka dan tidak rahasia.  

(4) HPS disusun paling lama 28 (dua puluh delapan) hari kerja 

sebelum batas akhir pemasukan penawaran.  

(5) HPS digunakan sebagai:  

a. alat untuk menilai kewajaran penawaran termasuk 

rinciannya;  

b. dasar untuk menetapkan batas tertinggi penawaran yang 

sah untuk pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa 

lainnya dan pengadaan jasa konsultansi yang 

menggunakan metode pagu anggaran; dan  

c. dasar untuk menetapkan besaran nilai jaminan 

pelaksanaan bagi penawaran yang nilainya lebih rendah 

dari 80% (delapan puluh perseratus) nilai total HPS.  

(6) HPS tidak menjadi dasar perhitungan besaran kerugian BLUD.  

(7) Penyusunan HPS didasarkan pada data harga pasar setempat, 

yang diperoleh berdasarkan hasil survei menjelang 

dilaksanakannya pengadaan, dengan mempertimbangkan 

informasi yang meliputi:  

a. informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi 

oleh Badan Pusat Statistik (BPS);  

b. informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi 

oleh asosiasi terkait dan sumber data lain yang dapat 

dipertanggungjawabkan; 

c. daftar biaya/tarif barang/jasa yang dikeluarkan oleh 

pabrikan/distributor tunggal: 

d. biaya kontrak sebelumnya atau yang sedang berjalan 

dengan mempertimbangkan faktor perubahan biaya;  

e. inflasi tahun sebelumnya, suku bunga berjalan dan/atau 

kurs tengah Bank Indonesia;  
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f. hasil perbandingan dengan kontrak sejenis, baik yang 

dilakukan dengan instansi lain maupun pihak lain;  

g. perkiraan perhitungan biaya yang dilakukan oleh 

konsultan perencana (engineer’s estimate);  

h. norma indeks; dan/atau  

i. informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan.  

(8) HPS disusun dengan memperhitungkan keuntungan dan 

biaya overhead yang dianggap wajar. 

(9) Total HPS merupakan hasil perhitungan HPS ditambah Pajak 

Pertambahan Nilai (PPN) 

(10) Penyusunan HPS dikecualikan untuk pengadaan barang/jasa 

dengan pagu anggaran paling banyak Rp10.000.000,00 

(sepuluh juta rupiah), e-purchasing, dan tender pekerjaan 

terintegrasi. 

 

21. Ketentuan ayat (7), ayat (8) dan ayat (9) Pasal 101 dihapus, 

sehingga Pasal 101 berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 101 

(1) Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) sesuai dengan 

ketentuan yang tertuang dalam Kontrak, Penyedia 

mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pejabat 

Penandatangan Kontrak (PA/KPA/PPK) untuk penyerahan 

hasil pekerjaan. 

(2) Sebelum dilakukan serah terima, Pejabat Penandatangan 

Kontrak melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan, 

yang dapat dibantu oleh Konsultan Pengawas atau tim ahli dan 

tim teknis. 

(3) Pemeriksaan dilakukan terhadap kesesuaian hasil pekerjaan 

terhadap kriteria/spesifikasi yang tercantum dalam Kontrak. 

(4) Apabila dalam pemeriksaan hasil pekerjaan tidak sesuai 

dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak dan/atau 

cacat hasil pekerjaan, Pejabat Penandatangan Kontrak 

memerintahkan Penyedia untuk memperbaiki dan/atau 

melengkapi kekurangan pekerjaan. 

(5) Apabila dalam pemeriksaan hasil pekerjaan telah sesuai 

dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak maka 

Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia 

menandatangani Berita Acara Serah Terima. 

(6) Setelah penandatanganan Berita Acara Serah Terima, Pejabat 

Penandatangan Kontrak menyerahkan barang/hasil pekerjaan 

kepada PA/KPA. 

(7) Dihapus. 

(8) Dihapus. 

(9) Dihapus. 

(10) Hasil pemeriksaan administratif dituangkan dalam              

Berita Acara. 
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22. Ketentuan Pasal 109 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 109 

(1) Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa (pemilihan dan kontrak) 

di BLUD dapat dilaksanakan secara elektronik.  

(2) BLUD mengumumkan rencana Pengadaan Barang/Jasa 

kedalam aplikasi Sistem Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) 

dan dapat menyampaikan data kontrak dalam aplikasi Sistem 

Pengadaan Secara Elektronik.  

 

23. Ketentuan ayat (1) Pasal 114 diubah, sehingga Pasal 114 berbunyi 

sebagai berikut: 

 

Pasal 114 

(1) Satuan Pengawas Internal melakukan pengawasan 

pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dan melaporkan kepada 

Pemimpin BLUD. 

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 

dilakukan melalui kegiatan audit, reviu, pemantauan, 

evaluasi, dan/atau penyelenggaraan whistleblowing system. 

(3) Pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

sejak perencanaan, persiapan, pemilihan penyedia, 

pelaksanaan kontrak, dan serah terima pekerjaan. 

(4) Pengawasan pengadaan barang/jasa meliputi: 

a. pemenuhan nilai manfaat yang sebesar-besarnya; 

b. kepatuhan terhadap peraturan; 

c. pencapaian tingkat komponen dalam negeri; 

d. penggunaan produk dalam negeri; 

e. pencadangan dan peruntukan paket untuk usaha kecil; 

dan 

f. pengadaan berkelanjutan. 

(5) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat 

dilakukan bersama dengan instansi yang mempunyai tugas 

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 

pengawasan keuangan daerah. 

(6) Hasil  pengawasan  digunakan  sebagai  alat pengendalian 

pelaksanaan pengadaan barang/jasa. 

 

24. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 117 diubah, sehingga        

Pasal 117 berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 117 

(1) Sanksi  administratif  dikenakan  kepada  PA/KPA/PPK/ 

Kelompok Kerja Pemilihan/pejabat pengadaan yang lalai 

melakukan suatu perbuatan yang menjadi kewajibannya. 

(2) Pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dilaksanakan oleh pejabat yang berwenang sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
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(3) Sanksi hukuman disiplin ringan, sedang, atau berat
dikenakan kepada PA/ I/JA/ ppK/Kelompok Kerja pemilihar/
pejabat pengadaan yang terbukti melanggar pakta integritas
berdasarkan putusan Komisi pengawas persaingal Usaha,
Peradilan Umum, atau peradilan Tata Usaha Negara.

Pasal 121 Dihapus.

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya da,lam Berita Daerah
Kabupaten Sragen.

Ditetapkan di Sragen
pada tanggal 17 Desernber 2024

BUPATI SRAGEN,

ttd+cap

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

Diundangkan di Sragen
pada tanggal 17 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SRAGEN,

ttd+cap

HARGIYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2024 NOMOR 59

salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN SRAGEN
Kepala Hukum

DT.PRIJO DWI ATMANTO, S.pd, S.H.,M.Si
Pembina Tk I

NrP. 19700a22 199803 1oO7

,
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Pasal II


